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TENTANG

PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal 8 bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kantor

BPKP, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, kami yang bertanda tangan dj bawah ini:

1. ABRAHAM O. ATURURI

2. ARDAN ADIPERDANA

Gubernur Papua Barat, berkedudukan

di Manokwari, karena jabatan dan

kedudukannya bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Provinsi Papua

Barat, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KESATU.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP),

berkedudukan di Jakarta, karena

jabatan dan kedudukannya bertindak

untuk dan atas nama BPKP,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh

PIHAK KEDUA;

2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan

kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan, dan memiliki kewenangan dalam

pembinaan SPIP.
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